BUPA.TI BUTON TENGAH

PERATURA BUPATI BUTON TENGAH
NOMOR : 13 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN BESARAN L AN PENERIMA PEMBAYARAN INSENTIF

Menimbang

Mengingat

a.

9

PEMUNCUTAN PAJAK DAERAH

BUPA'IT BUTON TENGAH,

bahwa untuk m:iaingkatkan kinerja aparatur instansi pelaksana dan
pihak lain yang membant1 pelaksanaan pemungutan pajak daerah,
guna meningkaiian pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya
insentif pemungtian pajak Jaerah;

bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan pemberian insentif
pcmungutan pajik daerah, maka perlu menetapkan besaran dan
pembayaran inse " ‘if;

bawa berdasark : 1 pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a can huruf b, per u men:ta skan Keputusan Bupati Buton Tengah;
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Kcuangan Antata  Pemerintah  Pusat dan  Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Repub ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lemb:an Nezara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-undang “omor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Ar ara Pemcrintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daer:1 Katupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik
Inconesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indones: : Nomor <t737);



o

Menetapkan

KESATU
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Jndang-undan: Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daeriah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomorl30, Tarbahar Lembaran Negara Republik Indonesia nomor
5049);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perimbangan
[leuangan antar: Pemerin:ah Pusat dan Pemerintah Daerah;
lUndang-undang nomor 15 tahun 2014 Tentang Pembentukan
Fabupaten Buton Tengah di Propinsi Sulawesi Tenggara lembaran
Negara RI tahun 201¢4 nomor 172, tambahan lembaran Negara RI
nomor 5562);

Undang-undang omor 2> tahun 2014 tentang Pemerintah daerah
(Lembaran RI nomor 244, tambahan Lembaran Negara RI nomor
5587);

Peraturan Pemecrintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan ‘eman-aaian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
nomor 119, Tarc bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5161.

MEMUTUSKAN

Besarnya Pembe varan Insentif Pemungutan Pajak Daerah ditetapkan
scbesar 5% (Lima Persen) dari Rencana Penerimaan Pajak Daerah
tahun Anggaran berkenaai untuk tiap jenis Pajak yang ditetapkan
melalui APBD k..bupat:n 3uton Tengah;

Pcnerima Pembaiyaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah adalah
SKPD yang melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah, secara
Proposional diber ksn kepada :

a. Satuan Kerj: Perangkat Daerah (SKPD) yang Melaksanakan
Pemungutan Pajak Daerah sebesar 81% (Delapan Puluh Satu
Persen) dari bagian Insentif pemungutan Pajak Daerah;

b. Diberikan ke -ada
1. Bupati se-2sar 7% (Tujuh Persen)

2. Wakil Bupati sebesar 6% (Enam Persen)
3. Sekretaris Daerah scbesar 6% (Enam Persen)
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nsentif pemungutan Pajak Daerah diberikan atas dasar pencapaian
<inerja tertentu dan pembayarannya dilakukan setiap triwulan pada
awal tahun ber kutnya apabila target penerimaan Pajak ditetapkan
dalam Anggar:n Pendapatan dan Belanja yang terpenuhi, yakni
<ebagai berikut

@. Sampai dengan trivulan I : 25% (Dua Puluh Lima Persen)
b. Sampai dengan trivulan I : 50% (Lima Puluh Persen)

¢. Sampai den: an trivulan I : 75% (Tujuh Puluh Lima Persen)
. Sampai den:an trivulen IV : 100% (Seratus Persen)

Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah pada akhir tahun anggaran
tclah terpenuhi tau terlanpaui, pembayaran insentif belum dapat
dibayarkan pac.: tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif
diberikan pada t: qwun anggaran berikutnya.

Pclaksanaan leti1 lanjut mengenai pemberian Insentif pemungutan
Pyjak Daerah pada SKPD yang melaksanakn pemungutan Pajak
Daerah diatur olch kepala SKPD dengan senantiasa mengacu pada
asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan
besarnya tanggung jawab masing-masing berdasarkan peraturan
pcrundang-undangan yang serlaku.

Insentif pemunguian Pajak Daerah bersumber dari pendapatan Pajak
Duerah sesuai pe-aturan perundang-undangan.

Kcputusan ini mulai belaku pada tanggal ditetapkan dengan
ke'entuan apabile dikemidian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
penetapannya, ¢.an diadakan perubahan dan perbaikan serta
perhitungan kemb 1li sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Labungkari

pada tanggal QZ’ H’Prbq 2020.

BUPATI BUTON TENGAH,

AHUDDIN



